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PENBAHULUAN rx . 1.+ Ratih débentuk untuk membantu Polisi

‘Polemik dewasa ini tentang Ratih telah yang dinilai kekurangan personil di
mengundang Pro dan Konlra terbadap per- lapangan.

masalahan tersebut, yang lebih banyak di- 2. Ratik digunakan untuk l]l@ﬂ“ﬂﬁt]S]aSl
warnai oleh Naansa Politik. pengamanan Peily, untuk membantu

Pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang Peli‘si d;]am mengamankan Pemiiu.
mendukung Ratih antara fain menggunakan 3. Ratih seiraima dengan UUD 1945 pasal 30,
digunakan membantu Polisi yang dinilai

alasan-alasan sebagai berikut :
o . kekurangan personil + 470,000 orang.
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iaUntuk memenuhi ]umlah %ekaatan Palisi
_ dxbentu} Rnhi
: -:..;:sebaoa; pembaniu Pehql &  Q CF
“uRatih: diaﬂalogd\an ciengan "National
-Guazd di USA yang akan’ dﬂ\endaiﬂ\an

dengan biaya rendah,

eh Mabes ABRL:

: -Ra i digunakait uniul\ menoatam tin-
«-dakan anarkhis atau lusra haza
=:Ratih dibentuk bukan untuk: meiawan

rakyal,alau diarahkan membantu kekuat-
an politik tertentu, tugasnya hanya untuk

Polemik dewasa ini*

tentang Ratih telah -
mencundang Pro dqn
"Rozma telhadap '

pel masalﬂlan tersebut yang lebﬂ
banyaI\ le&l‘l’lEll ol h Nuansa Pohhk

_'-ﬁf.:-membantu Polisi dalam melaksanman__ TR o S v

10.

il.

12

hugasnya,
. Ratih diperlukan pada saat saat ter tentu
. misalnya menjelang Pemilu, dimana

masyarakat butuh ketenagan
Ratih mempakan ide Jama yang masuk

_dalam S;shankaimata keberadaan Ratih

persis seperti wadah-wadah Hansip,
Hanra dan Kamiz, namun dalam opera-

sionalnya perlu pofa conrol yang efekt,.

agar kebemdaannya tidak menjadi sum-
ber pelanggaran Hak Asa51 Manusia,

Pembentukan Ratih dapat diterima
karena berada dibawah otoritas ABRI, jadi
ABRI yang bertanggung jawab. Ratih itu
nanti seperti Satpam yang berada d:

.bawah otoritas Polsi.

Pembentukan Ratih sama dengan Pam
Swakarsa, yang akan dipersenjatai.

BRifa Ratil tetan dilvenbiil maala melaboon

' agar masyarakai merasa aman dan ten-
tram, apabilarakyatsudah mendapatkan
pendidikan militer dari ABRI tentunya

-mereka bisa menjaga divinya.

Adapun pendapat-pendapat dayi- p1 hak
yang tidak mendukung, antara lain mengemu-
kakan alasan-alasan sebaga; berikut:

L. Dibentuknya Ratih justru meiecehkan
ABRI, yang berhak mengamankan
negara adalah ABRL. Kalau Ratih
dipersenjatai untuk mengamankan
negara, lalu tugasnya ABR! apa?’

2. Pembentukan Ratth akan memperkeruh
stabilitas dan membuka peluang terjad-
nya perang saudara, agar Ral:i]i dibﬁbar»
kan, =

3. ABRItidak mampu me aksanakan zugas :
dan mengesankan ABR] tidak mai me-
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" Rencana membiial Ratlh cerminan pe?a}\

sanaan budaya kekerasan.

Program itu merupakan upaya menegak-"
kan cara danbudaya kekerasan: Ilomsnya '
ega isasi tersebut membuat warga® :‘ﬁpll :
saling berbenturan dan sahncr cur igamen- :

curigai.

Pembentukan Ratih ditunda duiax, dan.

dipikirkan secara ‘mendalam, kemuno-

- kinan basar akan menambal masalah dan

mempmbuml\ keadaan, yano mlu d1pe;~

“fiat wdlaiah Siskamii ing’
- Rakyat terlatih membuat masalah baru,

Pembentukan Ratih tidak dapat dalam

-kondisi bangsa seperti saat ini.

Pernbentukan Ratih pelitis, untuk mobi-

lisasi kekuatan fistk untuk tujuan politis
- tertenty, lebih baik mengoptimalkan Han-

sip, Satpam dan Kamra yang sudah ada,
yang tujuaanya sama.

Pembentukan Ratih diperlukan sebenar-
benamya apabila negara dalam keadaan
perang, karena ada ancaman dari musuh.
Perubahan tingkah laku Ratih akan se-

- makin meningkatkan kondlik ind.

| Pembentukan Ratth

ditunda dulu, dan

12. - Pendanaan Ratih dari mana, padahal
perekonomian negara terseck-seok.
13, Soal tanggung jawab, harus ada kepastian

hukam, kendisi masyarakat sekarang sa-

ngat mudah marak.
14, Apabila pembinaan: diseraiikan kepada
- Polri, sedangkan Polii dalam keadaan
mengalami cobaan berat, Apakah nanti
tidak malah rusak karena contohnya
- {Pelri) rusak (seperti film India).

Baﬂammna sebenarnya hubungan antara
Ratih dengan perkuatan terhadap Po 1i dalans
pelaksanaan event-event fertentu nnsalnva
dalam pengasmanan Pemilu, perlu dilakukan
pengkajian terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaky, serta praktek- px'aktek
yang selama ini telah dilaksanakan yang ber-
dasarkan pada kebiasaan yang sudah ber-
langsung ama.

PENGERTIAN RATIH,
KAPAN DAN BAGAIMANA
PEMBENTUKANNYA,

Istilah Ratih (Rakyat Terlatih) digunakan
dalam konteks upaya bela negara yang diatur
dalam Undang-undang No. 20/1982. Yang
dimaksud dengan upaya bela negara (pasal 1
angka 3} adalah kegiatan yang dilakukan oleh
setiap warga negara sebagai penunaian hak dan




Adapun pengertxan Ranh sebaaalmana
termuat dalampasal langka 7, chnyatakan bah-
wa Ratih :adalah’ Komponen Dasar; ]
Pertahanan. Keamanan Negala ang mampu
mejfaksanakan:fungsi ketertiban umum, per-
lindungan rakyat, l\eamanam rakyat-dan per-
Jawanan rakyat dalam rangka Hankmmeg

- Komponen Pertahanan Keamanan Negara

“lairnya dapat Kitafihat dalam] pasal 10 UU No.

2071982 yang. 111&11yatai<an bahwa k{)mponen
Hankamneg terdivi dari 4 {empat) y‘utu
- L Ratib sebaga; Komponen Dagar. -

- Kompenen Utama.,

3. - Linmas sebagai Komponen Khusus

4. Sumber daya alam, sumber daya buatan
+«an sarana prasarana nasional sebagai
", ...I(omponerl Pendukung

Kapan Ratlh itn d;perlukan‘" ’
Ada beberapa pendapat, antara lain :

1. Ratih diperlukan pada saat keadaan

bahaya {dalam darurat militer), melalui

“suatu mobxhsa51, dalam hal ini ancaman
perang, -

2. Ratih diperlukan setiap saat, karena

kapan keadaan bahaya itu datang, tidek

dapat diperkirakan, Sehingga setiap saat

bisa dibentuk Ratih (dilatih untuk meng-

hadapi ancaman tersebut), sehingga pada

 negara Qoasai 1 angka 3) adalah -
2. ABRI beserta. Cadangan TN] sebagal

: [shlah Rmh (Rakyat
: eriatzh) dxgunal\an

aiam konteks upaya.

dalan Undaag-tméang No, 20/ 1982;;?;
.Yang dzmaksud dengan upaya bela

:'l\egzatan yang dilakukan oleh sehap
warga _n_egara sebagai penunaian "~ ¢
hak dan kéwajiban dalam rangka
Penyelen gearaan Pertahanan

Keamanan Negara,

amanan, ¢imana Ratth harus memilik
kemampuan Kamea, Linra dan Tibum,

BAGAIMANA
RATIH ITU DIBENTUK?.

Dalam UL No. 20/1982 d]plsahkan antala?
pembentukan Ratih dan pembentukan AF
dimara ABRI dibentuk {diambil) darz_._RatJh
{pasal 21) baik secara sukarela maupun secara

varmitly Pacal 2ema mrqalit A Tn b e Lo o Py ot L




{sesuai ketentuan pasal 20 (5) ), disamping
anggarannya belum tersedia karena memer]u-
kan jumfah dana yang besar padahal masih

banyak sasaran-sasaran fain yang 1 ebih pricritas,
Pola pikir UU No. 20/1952 tentang pem-
bentukan Ratih, menyatakan bahwa Ratih di-

bentuk melalui wajib prabakii (berupa Jatihan
menjadi Ratih) dan wajib bakti (melaksanakan
hasil fatihan Ratih), yang harus diatar lebih
lanjut dengan Undang-undang pasal 20 (5),
tugasnya pun apa, masih harus dirumuskan
lebil: jauh. Apabila nantinya terwujud, maka
disamping aparat pemeringah yang ada jumlah
sedikit dengan gaji kecil) adalagi "petugas” Ratih
yang mungkin hanya mendapat honor yang
berfungsi Tibum maupun linmas yang mem-
bantu aparat pemerintah. Disamping Polisi
(yang fasilitasnya minimum dan gajinya kecil}
masih ada Kanua yang membantu Polisi,
disamping tentara masih ada Wanra, serentara
itu "perang” nya masih belum tentu ada.

Alasan utamanya
bahwa terbentuknya
Ratih, karena Undang-

| undangnya belum ada

(seéuai ketentiian »nazal H) /(Y

Apabila ketentuan ini nantinya dijalankan,
maka dilihat dari kadar kualitas bela niegara,
rakyat Indonesia terdiri dari 3 (tiga) kelas, vaitu:
- Masyarakat pada umumnya (yang di-
harapkan telal mendapatkan pendidik-
an pendahuluan bela negara dlsmgkat
PPBN).

- Ratih {telah mengikuli laiihan Ratil atau
wajib prabakti dan wajib bakti),

- ABRI dan cadangan TNI {telah meng1kutz
pendidikan ml[it(:ii’)

Di negara-negara lain seperti Amerika Se-
rikat, Inggris, Korea Selatan, Singapura, Taiwan
rakyat terlatibnya, dibentuk melaiui wajib
militer setelah melalui wami in, rakyat benar-
benar terlatih, bahkan di negara Swiss, bagi
rakyat yang masih dinilai memenubi persya-
ratan kesehatan (physik), setiap 2 (dua) minggu
dalam setahun wajib menjadi prajurit dan
tinggal di asrama-asrama tentara. Di negara-
negara ini menjadi tentara (bela negara) adalah
kewajiban, dan tidak menimbulkan perbedaan
kuafitas bela negara seseorang,

Apabila kita kesulitan menyerapkan pola
Ratih UU Ne. 20/1982 yang telah direvisi de-
ngan UU No. 1/1988, maka pola negara-negara
lain ini perlu dijadikan alternatif, yang dasarnya
lebil: felas dan efisien. Apabila nantinya seliap
warga negara tanpa pandang status/ golongan/
sul\u agama éan lain-lain d!kenakan wajib




BAGAIMANA HUBUNGAN
RATIH DENGAN KAMRA? -

‘%etelah 1em§apatkan tancgapaﬂ hrzg ap-
an xang gex}mi dari masyarakat, lentang pem-
bentukan Ratih inj, utamanya setelah polemik
tendang penggunaan "Pam Swalkarsa® untuk
pengamanan Sidang Istimewa MPR 1998, dan
_setelah melihat pasal 20 (5) yang menyalakan
pembentukan Ratih harus diatur ‘dalam
bnéang»wldamg serla pasal 43 (2) UU No. 20/

1982 yang menyatalxan seqai\ I\etenhxan per-

iaelhuburagan éengan penyelengga;aan fzmosl
pertahianan keamanan negara yang sudah ada
pada saat mulai ber ]akunva Undanﬂ-undang i
tetap berfaku, sepanjang tidak bertentangan

- dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang ini dan selama tidak diganti dengan
peratuzan- }am oleh alau buciasad\an Undang-
undang ini”’ '

M"x}\a atas dasar hal tersebul dipitihlah
Kamwa untuk membantu menantbzh kekuatan
Polii yang telah 7 {tujuh) kali Pemilu digunakan
untuk membaniu pengamanan pcmunoulan
suara.

Ketentuan yang selama ini dlgunai{m di-
dasarkan pada suatu konsepsi dengan meng-
gunakan istilah Hansip/Wankanmia,

Ketentuan tentang Hansip/ Wankamra, di-
PRI T DU 7 S X T o o F ey

dan bersama ABRI, sesuai dengdn pasal‘.%{) UUD :

1945.~
b. UU No. 29/ 1954 Lentang pokok- pokok

“pertahanan negara (UU'ini sudah -

dicabut dengan uu No. 20/ 1982)

o Pasal 57 2
Hak dan kewajlban warga negala untuk

furug serta dalam pértahanan negara. dapat -

dilekukan dajam bentuk-bentuk.

1) Rakyat yang terlatih untuk men alanl\an
_ perlawanan, ¢

2} Angkaian pelang dan setelusnya

\ § Pasal 6 menyaiakan
1) ?vientez i Per iahanan dapat 111ewa;1bl\an
setiap warga negam yang berumur 15 dan

55 tahun untuk mengiﬁuh fatihan’ per-

tahanan dilvar pekerjaannya sehari-hari
clengan tldak mel ugzkan mata pencaha~
rannya.

2)  Wajib latih yang tersebut dalam ayat 1
tidak diberikan kepada :
&) Arwgota/ mantananggota Angl\cstcm
Perang.
b) Angcota /mantan anggota P{)irz.
¢} Wajiblatih dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan itu diatur dalam
Undang-undang, :

Pasal-pasal penting.




" nasional sehingga terwujud suatu benfuk

Hankamnas yang berlandaskan potensi

.-rakyat semesta.

Menghimpun petenst yvakyat. dalam
Pertahanan Sipil dan Perlawanan Ke-
amanan Rakyat.

Memberikan latihan-latihan keterampilan

' yang bersangkutan dengan tugas kewa-

jiban dan persiapan pada a dan b pasal

ini,

[Pasal 3 _
Pengikut sertaan rakyat yang dimaksud
dalam pasal 1 Keppres ini, dilzksanakan

_sedapat mungkin dengan fidak mengu-

rangi keawjiban belajar, merugikan mata
pencaharian atau rerugikan vitatitas
suatu perusahaan atau badan

Pada dasarnya penyel enggal aan orga-
nisasi sipil dan organisasi perlawanan dan
keamanan rakyat dilakukan secara swa-
daya masyarakal.

Pasal 4

Mereka yang ditkutsertakan dalam segala

usaha pertahanan/keamanan tersebut pasal 1
Keppres int disusun dalam organisasi pertahan-
an sipil dan organisasi perlawanan dan ke-
amanan rakyal.

Pasal 5

Organisasi Hansip dan wankamea, dalam

perlawanan dan keamanan rakval sebagai

pangkal kekuatan bagi kesemestaan dan -
keserbagunaan pelaksanaan Hankamnas

dan merupakan sumber pokok Bustuan

Tempur.

Pasal 7

Fungsi utarma Wankarwa adalah :
{a) Dalam bidang Wanra.....
selerusnya. -
{b} Dalambidang Kamra, mengorganisic
rakyal vang terfatih dengan penul se-
mangat dan kesadaran nasional memban-
tu Polri dalam tugasnya di bidang pem-
hinaan dan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat serta operasi-ope-
rasi Kamlibrnas yang diperlukan menurut
tingkatan keadaan.
- Membantu membina niasyarakal untuk
memperlinggi kesadaran hukum dan
daya tahan serta daya lawan masyarakat.
- Membantu dan memekthara serfa me-

ningkatkan kondisi yang aman dan

tertib di kalangan masyarakat.

Pasal 12
Untuk mencapai infegritas dalam Han-
kammnas, Menteri Hankam memberi ban-
tuan tekeis pembinaan serta pengawasan
Hansip.

Mendagii melaksanakan koordinasi fu ng
DL | Lm k3 L. ST t Y

.dan

e




membanlu operasi \ang dzia}\ukan oleh
" ABRI dalam 1angl\a permhanan dan pe-
1anf pemeh laraan I\amciagn 3

mulil

: Mendagu nomcu
. Kep/37/X] 1975

240 A tahun’ 1975 tentang Pe%un;uk Pe ak-.

.sanaan Pembmaan Hansxp Wankanna

- '(1.)': + Pendidikan dar latihan Hans1p Wankam— ¥

13 d;la}\sanakan secara bertingkat.dan
'--berlan}at yang terdiri dari tahaparz—ta—
hapan +- -
.= Pendidikan/latihan dasm H anicanmas
= Pendidikan/ latihan Hansip. -
- = Pendidikan/latihar: Kamra
. Pendidikan/ atihan Wanra

{2) '?embentukan Hanszp Wankamla ini

'_:dzlaksanal\an pada lmgl\ungan ]mg

kungan:

- Pe_nd1d1ka_n._- '

- Pemukiman.

- Pekerjaan.

Pelaksanaan yang kita likat pada bidang

-pekerjaan, hanya efektif di linglungan
.- Depdagri, dipemukiman ada Hansip

FRAPND: PRI JUSVR £ % SRS N

ra Me:ﬂxankam/ Pangab {%engan

y ot

e Pendidman/lahhan dasar

- Pendmkan/ atlham Hansxp

.'Pendzcill\aﬂ dm':_'"anhan'
: Hans;p Wankamra di- :
'.fla}\saml\an secara ber- R
"; hngkat dan berlan}ut

i dan tahapan—i:ahapan s

Hankarrmas

- Pend;dikan/ lathan Kamra,
- Pendxdxkan/ atihan Wanra,

Pengert;an Kamra yang bez asal dan UU No.

e 29/ 1954 dijadikan salah satu kemampuan Ratih

dalam UU No. 20/1982. Dengan demikian
apabila Ratih menurut UU No. 20/1982 belum
bisa dibentuk, karena belum didasarkan pada
Undang-undang, maka Kamra yang berdasar-
kan UU No. 29/1954 telah éiatur dalam
Keppres 55/1972, yang seyogyanya i
dalam Undang-undang, namun karg
7 {tujuh) kali pemilu telah diguna
bantu Polri dalam pengamanan pemuns; _
suara di TPS {Ternpat Pemunguian Suam)'dan-




tentang Pengemban Fungsi Kep Dhsxan dalam

pasal 4, yang terdiri dari: .

1 Al Kepolisian Khusus.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sip

3. Dengamanan Swakarsa yaitu sualu ben
tuk pengamanan yang diadak
kemauar;, kesadaran, kepeninwa_ ma

oleh peﬂgukuhan dan Polsi seperti saman
pengamanan lingkungan. -

Apabila Polii akan mengajak: masyarakat
untuk berpartisipasi mengamankan masya-
rakat, maka harus’ melahn ketiga bentuk
pengemban fungsi kepolisian inf. Kenyataan
dilapangan, Poli tidak ‘mnya menggunakaﬂ
ketiga bentuk yengembm fungsi kepolisian ini,
naimun mengingat pelaksanaan tugas opera-
sional Polri banyak dijumpai oka51 -lokasi PH

pzhal\ Jumiah Polisi tidak mencukupi, maka
antuk mengantisipasi ini Polri pernah mem-
bentuk "petu_ga_s ?{)1151 dengan sebutan
"Bantuan Polisi” disingkat *Banpol’. Namun

Pengamanan Swakarsa
yaitu suaiu bentuk

pengamanan yang

Aiadalean atac

rakat sendirl, vang kemudian mempm- _

yang memeriukan kehadiran petucras dilain.

‘karena ada kebijalsanaan pimpinan, Banpol

ditiadakan,. aLibatnya murcul "Polisi. Cepek”
atau "Pak Ogah’. Dibidang Reserse pengerahan
warga masy_azakat ind. dikenal dengan istilah

informan yang bertugas membantu anggota
Polri untuk melaixukan penyel;dlixan suatu_
kasus lindak pzdana .

Keadaan serupa ini (pencuahan masvalakat
untuk membantu Polisi) terjadi pula di Ke-
polisian Tngaris dengan istilah “Special Con-
stabulary the Police Reserve”, yang diambil dari
orang-orang yang betrinat untuk bertugas’
sebagai Polisi, dﬂah y oleh P91151 Inc’grls untuk
Polist.

Apabila p.endidikan Karmra inj, tetap akan
difakukan, maka selain tugas pengamanan
pemilu {pemungutan suara} seperti yang sudah
pernah dilaksanakan, bisa diarahian kepada
tugas-tugas Banpol faly lintas), informan (Re-
serse), atau melalui "lembaga magang" yang
sudah biasa dilakukan untuk PNS(Capeg), ana-
log dengan Capecr maka untuk Kamea inj se-
baﬂ\ny.a diberikan istilah Capol (calon pegawai
Polisi}. Apabila Capol ini digunakan, maka pe-
nugasarnya bisa disesuaikan dengan kebutuh-
an, dimana mereka bertindak sebagai unsur
bantuar.

Bagaimana menambzh kekuatan Polisi,
utamanya yang bertugas operasional? Penam-
bahan-personil Polist dapat dilakakan melalui :




KAJIAN YURIBIS
i 'Undang-undarngo 20/19‘§2pasa] 2(}( )
+ - -mengisyaratkan pengganaan Ratih harus
-~ diatur oleh Undang-undang“Jadi peng-
- ‘gunaan istilah Rgﬁh untuk menambah
---._%ekuatan Poir] saat.ini belum; dapat dite-
rima oleh. masyara kat. “Apabila keber-
adaan Ratih ini akan’ digunakan sebagal
- perkuatan Polri dalam pelaksanaan tugas
e ssehari-har; tentunya’ pealu dij abaxi\an
ebu lan;ut dalam Undang- zmdang atas
* “perintah pasa 120 (5 Undang undangN
2071982,
b Hal yang sama denoan Rahh, yang per-
nah diatur daiamUU No.29/1954, adalah
istilah ‘Hansip-Wankamra: Walaupun

penjabaran ketentuan ini tidak dilakukan

“dengan Undang-undang, ‘hanya“beérupa
‘Keppres No. 55/1972, namuin keberadaan
“lembaga Harisip Wankamra sudah diakui

oleh masyaml\at
¢ Polri selama 7 kali Pemilu telah menggu-
nakan bantuzn Kamra ini, untukmeng-
* amankannya dalam pemungutan suara,
d. - Pertimbangan lain antuk menambah
kekuatan Polri, yang perlu dikaji lebih
lanjut adalah UU No. 28/1997 pasal 4,
yang mengatur tentang pengenban fungsi
kepolisian, artinya pihak-pihak mana saja
sefain Polri yang dapat melakukan tugas-

'_'Péi"'l'amb'z'ihéﬁ peréoiii;l_"g__ﬁ
Polisi dapat dllﬁl\u}\"al'i.
'-melaluz o

1 Penambahan pelso-__f.' '
il Polri (werving)..

. “Perp panjangan usia pensmn Bmtam
_--"'dan Tamtama Polrl YR B 6T
Pengaaaan penugasanPoln du‘mna

-__'i;_'PNS sebagai Komplemen diafek-
tifkan sehingga Pama, Ba dan Tadi-

H=

dorong ke hpsmcrm
Peningkatan teknalogf 1<epol151£m

_utamanya transportasi, kornunikasi

dan peralatan. t(_i?l\lil_IS_ l\_epohsmn._

3} Bentul-bentuk pengamanan Swa-
karsa, vailu suatu bentuk pengamanarn
yang diadakan atas kemauan, kesadaran
dan kepentingan masyarakat sendiriyang
kemudian memperoleh pengukuhan dars
Polri, seperti Satuan Pengamanan Ling-
kungan,

Dikaji dari kelentuan-ketentuan ini, Ratih
termastik yang mana? Apabila tidak hisa




*lisian) maka Ib'u'n'yi pasal ini {pasal 4 UU
INo, 28/1997) harus dirubah dalam RU%}

}\EPO 151511’1 }’aﬂc’ bar.

UL No. 20/1982, memef{)lmu asd\an_.
ketentuan pasal 30 UUD1%45, lentang hak_
dan kewajiban bela negara bagi‘setiap-

warga negara, nampakﬂya apabila akan

-dilaksanakan akan mengakibatkan tim-

bulnya 3 (siga) kelompok warga negara
yang memiliki kualitas bela negara nya
yang berbeda satusama Jain, Hal ini akan

“tetap menampilkan ABRI sebagai suatu

bagian dari warga negara yang memiliki
kadar bela negara yang paling besar.
Padahal hak dan kewaiiban yang
diamanatkan UUD 1945 adalah sama.
Apa yang dikerjakan negara-negara maju,
merupakan salah satu alternatif yang
perlu dipikirkan, dengan melatih Ratih
nya melalui lembaga wajib militer.

KAJIAN SGSIOLOGIS.

a.

Dari pihak-pihak yang pro dan kontra,
nampaknya memiliki argumentasi ma-
sing-masing, sesuai dengan visi dan per-
sepsi mereka masing-masing.

Dari pthak-pihak yang pro (mendukum)

nampaknya menganggap Ratih sebagai
saizh satu alternatif bagi Polri untuk me-
nambah kekuatan secara cepat dan mu-

o

Dari pihak yang konira (menentangy
nampaknya menaruh kecurigaan antara
[ain: :

1) Bahwa pembentukan Ratih diguna-
kan untuk kepentingan khusus (politis).
Kecurigaan inj dihantui oleh pelaksanaan
politik dimasa lalu {Orba).

2) - Timbulnya persoalan baru dengan
para pengunjuk rasa/demonstran. Penga-
laman pengamanan SI MPR 1998 yang
lalu-antara "Pam Swakarsa” dengan ma-
syarakat dan pengunjuk rasa. :

3} Menjadi sumber pelanggaran HAM.

Karena kewenangan Polii dipegang cleh
orang-orang yang tidak memiliki kewe-
nangan secara penih sesuai Undang-
undang,

Sementara jtu dari pihak yang menentang
mengusulkan agar digunakan saja lem-
baga yang sudah ada yaitu Hansip-Wan-
kantra atau Satpam. Pengalaman 7 kali
Penulu. Polri mengcunakan Kamra urduk
membanty mengamankan pemilu {men-
jaga, mengawal kolak suara dan pelak-
sanaan pemungutan suara). Sedangkan
untuk melaksanakan tugas-tugas lain
dapat digunakan istilah Banpol, Informan
dan Capol yang telah dapat diterima
analoginya oleh masyarakat.

Praktek wajib prabakti dalam pemben-




KAJIAN FILOSOFI

a’

Nuansa dari pasal 30 UUD 1945, bahwa

* bela négara, yang mergpakan hak dan

sekaligus kewaiiban bagi warga negara

- adalah masuk kedalam lapangan pengab-
:dian, Ide dasar dari pasal ini lebih banyak
»-ditujukan bagi bela negara terhadap
-ancaman dari luar. Sehingga dalam UU

+-No. 29/1954 tentang periahanan negara,
*Ratih dimobilisic dalam 1angka bantuan

 tempur:

- dealnya Rat:fﬂ{mmp—erkamm juga
* merupakan lapangan pengabdian, bukan

lapangan profesi. Begitu puia ABRI,

“seyogyanya merupakan lapangan peng-

abdian bagi setiap warga negara melalui
wajib militer. Kalaupun ada yang bersifat
profesi seyogyanya jumlahnya tidak
banyak Dulu dikenal dengan istilah KEE
{Kecil, Efektif dan Efisien).

Masalahnya saat ind imbul, apabila Ratil
menerima honor/ bayaran/ gaji/ insentif.
Apakah Ratik itu profesi? Apabila ber-
gerak di bidang keamanan (Penegalan
hukum) dalam arti membantu Polii masih
bisa dimaklumi, karena Polist itu sendirl
merupakan Japangan profesi (pekerjaan
yang didasari pada disiplin ilmu atau
keterampilan khusus yang berbeda de-
ngan profesi lain). Apabiia Ratik akan

Secara filosofis masih harus' dibedakan
secara mendasar tentang aspek.perta-
hanan {kemampuan tempur yang bersifat

- pengabdian) dan aspek keamanan (ke-

mampuan penegakan hukum) janr‘ ber-
sifat. profem :

KAJIAN KEBUTUHAN POLRI

&

Dengan police ratio yang terlalu tidak
" ideal 112200, Polri mengalami kesulitan
~-dalam pengerahan massa yang-cukup
“ besar dalam menghadapi unjul rasa yang

selalu berkembang dari wakm ke wakiu,
Kekurangan personil Polri, yang:cukup
besar, nampaknya tidak erkup hanya
dilakukan dengan penambahan secara
kuantitatif, karena davi segi kualitas da-
lamyarti personil maupun duknagan
peralatan (teknologt), Polii belum bisa
berbicara banyak, apalagi dukungan
pembiayaan {anggaran) Poiri sangat
mindmm,

Setiap langkah yang diambil di era
reformasi ini, akan selalu dikaji dari aspek
hulkumnya, termasuk untuk penamiahan
personil Poiri. Dengan demikian peng-
gunaan pola Ratih untuk menambah
kekuatan Polri perlu dipertimbangkan
lebih komprehensif, baik dilihat dari
aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis.




-~ menimbulkan reaksi pro dan kontra da-
- Jam masyarkat.

Penggunaan istilah Kamra (yang nota
bene merupakan salah satu kemampuan/
fungsi Ratih yang dibina {Polri), lebih
dapat diterima oleh masyarakat untuk
membantu Poiri mengamankan pemilu
1999, karéna pengalaman 7 kali pemilu
- sebenarnya penggunaan Kanua oleh Polri
tidak menimbuikan masalah, apabiia
~hanya bertugas pengamanan pemungut-
~-allstiara; untuk tugas-tugas fain perlu
dircmuskan melalul pola-pola yang su-
-dah ada berupa Banpel, informan atau
diciptakan istilah baru berupa Capol yang
dianalogikan dari Capeg untuk PNS.
Reaksi yang berlebihan dari masyarakat
atag setiap langkah vang dilakukan oleh
pemerintah, yang selalu dikaitkan dengan
kecurigaan yang bernuansa politis.
Untuk mencukupi kebutuhan personil
Polri dalam artl untuk melaksanakan
tugas sehari-hari, dapat disimpulkan
melalui :

1} Perambahan personil Polid: (imahal).
2} Peningkatan kualitas personil yang
ada,

3)  Pengunduran usia pensiun untuk
Bintara dan Tamtama.

4} Peningkatan kualitas teknelogi/

e Apabila istilah Ratih (UU No. 2071982):
digunakan untuk menambah kekuatan
Polri, maka ketentuan dalam UU No, 28/
1997 harus diadakan perobahan,

f. Mengacu pada pasal 45 {2) UU No. 20/
1982, maka ketentuan-ketentuan yang ada
dalam Keppres 55/1992, masih bisa dipa-
kai tanpa harus membuat produk hukam
yang baru, Karena setiap pembuatan ke-
tentuan bary dibidang Ratil, harus
berlandaskan pasal 26 (5) UU Na. 20/
1982. Dengan: catatan karena yang pemah
ada hanya untuk pengamanan pernu-
ngutan suara.

g Penggunaan pola Ratih untuk menambah
personil Polv, perlu dilakukan perubahan
Ul No. 28/1997.

2. LangkahJdangkah yang periu
dilakukan.

a  Perlu pelrusan penggunaan istilah Ratih
dengan istilah Kanwa yang didasari pada
Keppres 53/1972, untuk membantu Polyi
dalam mengamankan pemilu 1999, vang
rantinya akan berfungsi sebagai Capol,
Banpol atau Informan.

b.  Proses pelatihan Kamra agar tetap di-
laksanakan sesuai dengan prosedur yang
masih berlaku saat ini, dalam rangka
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